
 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN  

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 21 TAHUN 2017  

TENTANG  

PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN  

ALUMNI PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

Menimbang bahwa  un tuk  me laks anakan  ke t en tuan  P as a l  3  aya t  ( 2 )  

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 

Tabun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan 

Reform Leader Academy,  per lu  menetapkan Pera turan 

Kepala Lembaga Adminis tras i  Negara tentang Petunjuk 

Teknis  Penye t a raan  Alumni  P e la t ihan  Reform Leader  

Academy; 

Mengingat 1 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  5  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  

Aparatur  Sipi l  Negara (Lembaran Negara Re publik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);  

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang 

Lembaga  Adminis t ras i  Negara  (Lembaran Negara  

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);  
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4.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan  Re f o r mas i  B i r ok r a s i  Nomor  21  T ahun  2013  

t e n t a n g  P r o g r a m  P e n d i d i k a n  d a n  P e l a t i h a n  

Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 928);  

5.  P er a tur an  Kepa l a  L embaga  Admin is t r as i  Negar a  

Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);  

6.  P er a tur an  Kepa l a  L embaga  Admin is t r as i  Negar a  

N o m o r  1 8  T a h u n  2 0 1 5  t e n t a n g  P e d o m a n  

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  

Kepemimpinan Tingkat II  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1221);  

7.  P er a tur an  Kepa l a  L embaga  Admin is t r as i  Negar a  

N o m o r  5  T a h u n  2 0 1 7  t e n t a n g  P e d o m a n  

Penyelenggaraan Pelatihan Reform Leader Academy 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

268); 

MEMUTUSKAN: 

M ene t apkan  :  P ERAT URAN L E M BAGA ADM I NI S T RAS I  NE GARA 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN ALUMNI 

PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:  

1.  Pelat ihan Reform Leader Academy yang selanjutnya 

disebut  Pela t ihan RLA adalah pela t ihan sebagaimana 

d i m a k s u d  d a l a m  P e r a t u r a n  K e p a l a  L e m b a g a  

Adm in i s t r a s i  Ne g a r a  N om or  5  T a h un  20 17  t en t a ng  

Pedoman Penyelenggaraan  Pela t ihan  Reform Leader  

Academy. 
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2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama adalah 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II.  

3. Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA yang selanjutnya 

d i sebu t  Penye ta ra an  RLA ada lah  p r ogram un tuk  

menyetarakan Alumni Pelatihan RLA dengan Pelatihan 

Struktural Kepemimpinan Pratama. 

4. Peser ta  Penyetaraan  Alumni  Pe la t ihan  RLA yang 

selanjutnya disebut Peserta adalah pegawai negeri sipil 

yang telah dinyatakan lulus Pelatihan RLA. 

5. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat 

STTP adalah surat keterangan telah lulus mengikuti 

Penyetaraan Alumni Pelatihan RLA. 

6. Lembaga  Admin i s t r a s i  Nega ra  ya ng  se l an ju tnya  

d i s ingka t  LAN a da lah  l embaga  pe mer in t ah  non -

kementer ian  yang  d ibe r i  kewenangan melakukan  

pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil 

negara. 

BAB II  

PENYELENGGARAAN 

Pasal 2 

Penyetaraan RLA diselenggarakan oleh LAN dan 

bersifat non-residensial. 

Non-residensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penyelenggaraan program pelatihan yang 

tidak mewajibkan peserta untuk menginap di tempat 

penyelenggaraan Pelatihan RLA. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Penyetaraan RLA dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a .  i n s t ans i  menya mpa ikan  usu lan  c a lon  Pese r t a  

disertai dengan gagasan proyek perubahan yang telah 

disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian instansi atau 

pejabat lain yang ditunjuk; 



b .  L A N  m e m b e r i k a n  p e n i l a i a n  k e l a y a k a n  a t a s  

gagasan proyek perubahan paling lama 2 (dua) 

minggu sejak diterimanya usulan dimaksud; 

c .  pembimbing melakukan proses pembimbingan 

selama 2 (dua) minggu; 

d .  Peserta mempresentasikan rancangan proyek 

perubahan kepada tim penguji; 

e .  Peserta  melakukan implementasi proyek  

perubahan selama 2 (dua) bulan; 

f .  Peserta mempresentasikan hasil implementasi 

proyek perubahan; dan 

g .  Peserta yang dinyatakan lulus akan mendapatkan 

STTP. 

(2) Alur tahapan Penyetaraan RLA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran 

y a n g  m e r u p a k a n  b a g i a n  t i d a k  t e r p i s a h k a n  d a r i  

Peraturan Lembaga ini. 

Pasal 4 

(1 )  Bagi  Alumni  Pe la t ihan  RLA sebe lum Pera tu ran  

L e m b a g a  i n i  d i b e r l a k u k a n ,  d a p a t  m e n g i k u t i  

Penyetaraan RLA paling lambat 1 (satu) tahun setelah 

Peraturan Lembaga ini diundangkan. 

(2 )  Bagi Alumni Pelatihan RLA setelah Peraturan Lembaga 

ini diberlakukan, dapat mengikuti Penyetaraan RLA 

paling lambat 2 (dua) tahun setelah dinyatakan lulus 

Pelatihan RLA. 

Pasal 5 

Peser ta  hanya  memperoleh  1  (sa tu)  ka l i  kesempatan  

mengikuti Penyertaan RLA. 



BAB III  

PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

(1) Pembiayaan Penyetaraan RLA bersumber dari daftar 

isian pelaksanaan anggaran LAN dan/atau sumber  

pembiayaan lain yang sah. 

(2) Biaya akomodasi, transportasi, dan uang saku Peserta 

dibebankan pada instansi pengirim. 

BAB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Lembaga ini menjadi dasar bagi penyelenggara 

u n t u k  m e n y u s u n  p a n d u a n  t e k n i s  p e n y e l e n g g a r a a n  

Penyetaraan RLA. 

Pasal 8 

P e r a t u r a n  L e m b a g a  i n i  m u l a i  b e r l a k u  p a d a  t a n g g a l  

diundangkan. 
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A g a r  s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a h k a n  

p e n g u n d a n g a n  P e r a t u r a n  L e m b a g a  i n i  d e n g a n  

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2017 

KEPALA 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

Ttd.  

ADI SURYANTO 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 24 November 2017 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1691 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 



 



USULAN ULANG  

GAGASAN PROYEK  

PERUBAHAN 

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN 

■■•••■••••■.* 

 
TIDAK 

DITERIMA  _  
PENYEMPURNAAN 

DITUNDA 

M i l l i n l m o m m m +  

 

 

MNYATAICAN  
LULUS 

STTP 

SALINAN 

LAMPIRAN 

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI  

NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYETARAAN 

ALUMNI PELATIHAN REFORM LEADER 

ACADEMY 

ALUR TAHAPAN PENYETARAAN RLA 

ALUMNI PELATIHAN RLA 

PERSETUJUAN PPK INSTANSI 

SURAT USULAN INSTANSI 

LAN 

 
TIDAK  ______________________________  

LAYAKH 

PROSES PENILAIAN KELAYAKAN 

LAYAK 

PROSES PEMBIMBINGAN  

(COACHING) 

PRESENTASI RANCANGAN  

PROYEK PERUBAHAN 

DITERIMA 

IMPLEMENTASI RANCANGAN  

PROYEK PERUBAHAN 

UJIAN HASIL  

MPLEMENTASI PROYEK  

PERUBAHAN 

 

Keterangan: 

1.  Usulan penyetaraan dari  instansi  di lampir i  proposal  proyek perubahan.  

2.  Proses penilaian kelayakan gagasan proyek perubahan dilaksanakan paling 

lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya surat usulan dari instansi.  
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3. Bagi peserta yang dinyatakan tidak layak dalam proses penilaian kelayakan 

gagasan proyek perubahan,  hanya diberikan 1 (satu) kali  kesempatan 

mengajukan usulan ulang. 

4. Implementasi rancangan proyek perubahan dilaksanakan dalam waktu 2 

(dua) bulan. 

5. Bagi peser ta yang ditunda kelulusannya hanya diberikan 1 (satu) kali 

kesempatan penyempurnaan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2017 

KEPALA 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

Ttd.  

ADI SURYANTO 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAG HUKUM DAN ORGANISASI, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - 1  
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